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PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlig

> ) ) »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Kab.MIlg mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :
271/117/111/2002 tanggal 13 Maret 2002 );

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun
Kalianyar RT.003 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang selama 11 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
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(ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nicky Sandrina

V.T,

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan
Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
a. Termohon kurang mengurusi Pemohon beserta anaknya, sebagaimana

kewajiban seorang istri

b. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh
Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi
nafkah keluarga sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta

c. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering
membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon
sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah
tangganya;

d. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya
sering larut malam bahkan sampai 5 hari tanpa ijin dan sepengetahuan
Pemohon

e. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa
alasan yang jelas

f. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya
sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat
penggugat;

g. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih
mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering
membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan
hati, Termohon sering memukuli Pemohon, Termohon sering meminta cerai
kepada Pemohon;;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan
Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut
diatas selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon
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sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar
rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak
juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah
sepakat memilih Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator
tersebut dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana laporan hasil
mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 31 Mei 2017 telah gagal mencapai
kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 07Juni 2017 yang yang
pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
271/117/111/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi | : SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman

di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah
Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah
tanggal 13 Maret 2002, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun
Kalianyar RT.003 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang selama 11 tahun 11 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah tidak
harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang
disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah
diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah
kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama
dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut
diatas selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon
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sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak
terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah
saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena
Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan
mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi Il : SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga
Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah
tanggal 13 Maret 2002, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun
Kalianyar RT.003 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang selama 11 tahun 11 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah tidak
harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang
disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah
diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah
kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi
berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut
diatas selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon
sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak
terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah
saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena
Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan
mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan.
Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada
pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini
dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini
terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai talak dan gugatan
harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
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Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan
Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di
ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang
termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40
dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam
kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten
Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat
kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal
118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa
hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim
berulangkali memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga
telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi
Hukum) pada tanggal 24 Mei 2017, namun tetap tidak berhasil sebagaimana
laporan mediator tanggal 31 Mei 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat
ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon tertanggal 04
Januari 2017 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang
berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisin dan bertengkar dan
keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 sampai
sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak
satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan
dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup
hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon
berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan
telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Maret 2002 di Lawang
Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat
dengan Pemohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada
relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-
saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan
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dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan,
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon,
maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 13 Maret 2002 dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nicky
Sandrina V.T

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2013 sampai
sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus;

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah
diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah
kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak
bulan Februari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut
diatas selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon
sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak
terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah
saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik
sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah
terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
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dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat
dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi
serta sudah tidak perduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah,
tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin
dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah
perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Bagarah
ayat 227 yang berbunyi :

qvni IvpA tn0~ a°0 ©zcU~ "uYSI y2a
Artinya : Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga
permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan
Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh
pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak”
termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari

Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438

Hijriyah, oleh kami H.EDI MARSIS, S.H. M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.

MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.,

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Drs. MASYKUR ROSIH H.EDI MARSIS, S.H. M.H
Hakim Anggota Il,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.
Panitera Pengganti,
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Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)
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